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Abstrak

Perkembangan praktik mandiri dan klinik swasta di bidang kedokteran gigi telah melahirkan pola hubungan kerja yang semakin fleksibel. Banyak dokter gigi bekerja secara part-time, kontrak, fee based, serta melakukan praktik di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan sekaligus. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan status hukum dokter gigi dalam perspektif hukum ketenagakerjaan karena hubungan kerja yang digunakan umumnya berbentuk kemitraan profesional, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hubungan kerja dokter gigi pada praktik mandiri serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara dokter gigi dan klinik swasta memiliki karakter hubungan kerja campuran (hybrid working relationship), yaitu perpaduan antara hubungan kerja dan kemitraan profesional. Meskipun dokter gigi memiliki independensi profesi dalam menjalankan tindakan medis, klinik tetap memiliki kontrol terhadap jadwal kerja, sistem pelayanan, dan standar operasional praktik. Ketidakjelasan status hukum tersebut menyebabkan perlindungan ketenagakerjaan terhadap dokter gigi praktik mandiri masih lemah, khususnya terkait jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, dan perlindungan hak normatif pekerja. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi ketenagakerjaan yang mampu mengakomodasi karakter tenaga kesehatan profesional dengan pola kerja fleksibel guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih optimal.
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PENDAHULUAN
Perkembangan pelayanan kesehatan gigi di Indonesia mengalami peningkatan yang ditandai dengan bertambahnya praktik mandiri dokter gigi maupun klinik swasta sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan primer. Praktik mandiri dokter gigi menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang banyak dipilih masyarakat karena aksesibilitas dan fleksibilitas pelayanan yang diberikan (UU, 2023). Di sisi lain, perkembangan tersebut juga melahirkan pola hubungan kerja yang semakin fleksibel, khususnya bagi dokter gigi yang bekerja secara part-time, kontrak, fee based, maupun praktik di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan sekaligus. Kondisi ini menyebabkan munculnya ketidakjelasan mengenai status hukum dokter gigi dalam perspektif hukum ketenagakerjaan (Zaidun, M, 2022).
Dalam praktiknya, banyak dokter gigi tidak bekerja dalam hubungan kerja konvensional sebagaimana pekerja formal pada umumnya. Dokter gigi sering kali bekerja berdasarkan sistem bagi hasil, jam kerja tertentu, atau hubungan kemitraan profesional dengan klinik maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, pada kenyataannya klinik tetap memiliki kewenangan dalam menentukan jadwal praktik, standar operasional prosedur, tarif pelayanan, hingga target pelayanan tertentu. Situasi tersebut menunjukkan adanya karakteristik hubungan kerja yang menyerupai hubungan industrial modern dengan pola kerja fleksibel (Kemenaker, 2022; Alam Wibowo, 2023).
Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah (UU, 2003). Dengan demikian, keberadaan unsur pekerjaan, upah, dan perintah menjadi indikator utama dalam menentukan ada atau tidaknya hubungan kerja. Dalam konteks praktik mandiri dokter gigi, ketiga unsur tersebut sering kali hadir secara terselubung meskipun hubungan hukum yang digunakan adalah hubungan kemitraan atau kerja sama profesional (Rusli, 2017).
Permasalahan muncul ketika hubungan kemitraan digunakan untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan, seperti pemberian jaminan sosial, perlindungan kerja, hak cuti, maupun kepastian pengupahan. Kajian mengenai hubungan kemitraan dalam hukum ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pola kemitraan modern sering digunakan untuk mengesampingkan hak-hak normatif pekerja, padahal secara substantif masih ditemukan unsur pekerjaan, upah, dan perintah dalam hubungan hukum tersebut (Alam Wibowo, 2023). Kondisi demikian menimbulkan kerentanan hukum bagi tenaga profesional, termasuk dokter gigi praktik mandiri, karena berada pada posisi yang tidak sepenuhnya diakui sebagai pekerja tetapi juga tidak sepenuhnya independen sebagai pelaku usaha mandiri.
Selain itu, belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur perlindungan ketenagakerjaan bagi dokter gigi praktik mandiri. Padahal, hukum ketenagakerjaan pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan terhadap pekerja dalam hubungan kerja, termasuk perlindungan mengenai upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan kepastian hubungan kerja (Mahayani, et al, 2022). Ketidakjelasan status hukum dokter gigi praktik mandiri berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak profesional dokter gigi.
Di sisi lain, dokter gigi merupakan tenaga profesional yang memiliki independensi dalam menjalankan praktik kedokteran berdasarkan standar profesi, kode etik, dan tanggung jawab medis. Karakter profesi tersebut menyebabkan dokter gigi tidak dapat sepenuhnya dipersamakan dengan pekerja biasa dalam hubungan industrial konvensional. Oleh karena itu, terdapat irisan yang kompleks antara hukum kesehatan, hukum perjanjian, dan hukum ketenagakerjaan dalam menentukan konstruksi hubungan hukum dokter gigi praktik mandiri (Djumialdji, 2018).
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum dokter gigi pada praktik mandiri dalam perspektif hukum ketenagakerjaan menjadi penting dilakukan untuk menganalisis status hubungan kerja dokter gigi, bentuk perlindungan hukum yang tersedia, serta kebutuhan reformulasi regulasi ketenagakerjaan bagi tenaga kesehatan profesional di Indonesia.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan praktik kedokteran, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan terkait praktik kedokteran dan penyelenggaraan klinik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hubungan kerja, kemitraan profesional, dan perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan.
Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode yuridis normatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengkaji status hubungan kerja dokter gigi praktik mandiri serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan.



HASIL LITERATURE REVIEW
Karakteristik Hubungan Kerja Dokter Gigi pada Praktik Mandiri
Praktik mandiri dokter gigi di Indonesia menunjukkan pola hubungan kerja yang fleksibel dan tidak sepenuhnya mengikuti hubungan kerja formal sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, banyak dokter gigi bekerja secara part-time pada beberapa klinik sekaligus dengan sistem pembayaran berbasis bagi hasil (fee sharing) atau honorarium berdasarkan jumlah pasien dan tindakan medis yang dilakukan. Hubungan kerja umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama atau kemitraan profesional, bukan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU, 2023; Zaidun, 2022).
Meskipun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa klinik tetap memiliki kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan dokter gigi, seperti penentuan jadwal praktik, standar operasional prosedur (SOP), tarif pelayanan, penggunaan fasilitas klinik, hingga tata tertib pelayanan kesehatan (Permenkes RI, 2014). Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur “perintah” dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain unsur perintah, unsur pekerjaan dan upah juga terpenuhi karena dokter gigi melakukan pelayanan kesehatan dan memperoleh imbalan jasa atas pekerjaan tersebut (UU, 2003).
Di sisi lain, dokter gigi tetap memiliki independensi profesi dalam menjalankan tindakan medis berdasarkan standar profesi dan kode etik kedokteran gigi. Hal ini menyebabkan hubungan hukum antara dokter gigi dan klinik berada pada posisi yang tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja konvensional maupun hubungan kemitraan murni. Karakteristik tersebut menunjukkan adanya bentuk hubungan kerja campuran (hybrid working relationship) dalam praktik kedokteran gigi modern (Wijayanti, 2019; Khakim, 2020).
Bentuk Kerentanan Hukum Dokter Gigi Praktik Mandiri
Ketidakjelasan status hubungan kerja menyebabkan perlindungan hukum terhadap dokter gigi praktik mandiri menjadi terbatas. Sebagian besar dokter gigi part-time tidak memperoleh hak normatif ketenagakerjaan seperti jaminan sosial ketenagakerjaan, cuti, kepastian penghasilan, perlindungan PHK, maupun pesangon. Selain itu, tidak adanya standar kontrak kerja menyebabkan posisi tawar dokter gigi cenderung lebih lemah dibandingkan pihak klinik sebagai pemilik fasilitas pelayanan kesehatan (UU, 2004).
Kondisi tersebut menimbulkan kerentanan hukum karena dokter gigi berada pada posisi antara pekerja dan mitra profesional. Dalam praktiknya, hubungan kemitraan sering digunakan untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan, meskipun secara substantif masih ditemukan unsur hubungan kerja. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap dokter gigi praktik mandiri belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial yang memadai (Kemenaker, 2022).

PEMBAHASAN
Ambiguitas Status Hukum Dokter Gigi dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan
Hubungan antara dokter gigi dan klinik swasta menunjukkan adanya ambiguitas status hukum dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Secara normatif, hubungan kerja ditentukan oleh adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Namun dalam praktik kedokteran gigi, dokter gigi juga memiliki karakter sebagai tenaga profesional independen yang menjalankan praktik berdasarkan kompetensi, kode etik, dan tanggung jawab profesi. Akibatnya, dokter gigi tidak dapat sepenuhnya dipersamakan dengan pekerja biasa dalam hubungan industrial konvensional (UU, 2003; Husni, 2021).
Meskipun demikian, dominasi klinik dalam menentukan jadwal kerja, sistem pelayanan, tarif, dan aturan praktik menunjukkan adanya subordinasi tertentu terhadap dokter gigi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kemitraan yang digunakan dalam praktik kedokteran gigi pada dasarnya memiliki karakter hubungan kerja terselubung (disguised employment). Fenomena ini sejalan dengan perkembangan hubungan kerja modern yang semakin fleksibel dan berkembang dalam konsep gig economy maupun dependent contractor, yaitu pekerja yang secara formal dianggap independen tetapi secara ekonomi bergantung pada pemberi kerja (UU, 2004; Permata, R, 2023).
Perlindungan Hukum bagi Dokter Gigi Praktik Mandiri
Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, perlindungan hukum bertujuan menjamin hak dasar pekerja dan menciptakan hubungan kerja yang adil (UU, 2003). Akan tetapi, belum adanya regulasi khusus mengenai status dokter gigi praktik mandiri menyebabkan perlindungan hukum terhadap profesi ini masih lemah. Dokter gigi part-time maupun fee based sering kali tidak memperoleh perlindungan jaminan sosial dan kepastian hubungan kerja, meskipun memiliki ketergantungan ekonomi terhadap klinik tempat bekerja (UU, 2004; Permenkes RI, 2014).
Selain itu, hubungan kerja yang dibangun atas dasar kemitraan profesional sering kali menempatkan dokter gigi pada posisi yang tidak seimbang. Klinik memiliki kontrol administratif dan ekonomi yang lebih besar, sedangkan dokter gigi menanggung tanggung jawab profesi dan risiko medis secara pribadi (UU, 2023). Situasi ini menunjukkan perlunya reformulasi regulasi ketenagakerjaan yang mampu mengakomodasi karakter tenaga kesehatan profesional dengan pola kerja fleksibel.
Urgensi Reformasi Regulasi
Perkembangan pola kerja fleksibel di sektor kesehatan menunjukkan bahwa pendekatan hubungan kerja konvensional tidak lagi sepenuhnya relevan untuk mengatur tenaga profesional seperti dokter gigi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus mengenai hubungan kerja tenaga kesehatan profesional, termasuk standar minimal kontrak kerja, perlindungan jaminan sosial, dan kepastian hak serta kewajiban para pihak. Regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara independensi profesi dokter gigi dan perlindungan hak ketenagakerjaan (Soepomo, 2019; Wijayanti, 2019).

KESIMPULAN 
Hubungan antara dokter gigi praktik mandiri dengan klinik swasta menunjukkan karakter hubungan kerja yang fleksibel dan tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja konvensional maupun kemitraan profesional murni. Dalam praktiknya, unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan tetap ditemukan, meskipun hubungan hukum yang digunakan umumnya berbentuk kerja sama atau kemitraan profesional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja campuran (hybrid working relationship) yang berkembang dalam praktik pelayanan kesehatan modern.
Ketidakjelasan status hukum dokter gigi praktik mandiri menyebabkan perlindungan hukum ketenagakerjaan terhadap profesi ini masih terbatas. Banyak dokter gigi part-time maupun fee based belum memperoleh perlindungan hak normatif seperti jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, perlindungan PHK, dan standar kontrak kerja yang memadai. Di sisi lain, dokter gigi tetap memiliki independensi profesi dan tanggung jawab medis yang membedakannya dari pekerja biasa dalam hubungan industrial konvensional.
Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi ketenagakerjaan yang mampu mengakomodasi karakter tenaga kesehatan profesional dengan pola kerja fleksibel. Pengaturan khusus mengenai hubungan kerja dokter gigi praktik mandiri penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan sosial, dan keseimbangan hubungan antara dokter gigi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
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